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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
 Manusia adalah makhluk berakal yang membedakannya dari makhluk lain, 
karenanya manusia dapat mencipta, menghasilkan sesuatu, temuan atau kreasi, 
ilmu pengetahuan juga seni dan budaya. Tak dipungkiri lagi, semakin bertambah 
pengetahuan maka banyak hal-hal menarik yang diciptakan entah itu untuk 
mempermudah manusia melakukan pekerjaannya atau mempermudah 
bersosialisasi dengan sesama. Maka kreasi demi kreasi bermunculan, seperti kita 
ketahui bahwa zaman sekarang ini teknologi sudah semakin canggih. Sebagai 
masyarakat yang mengikuti pola zaman sekarang tentunya tidak asing dengan 
berbagai macam sarana bersosialisasi dengan sesama, apalagi di era teknologi ini 
semakin banyak wadah untuk berekspresi dalam berkomunikasi.  
 Fasilitas komunikasi modern seperti media sosial memungkinkan 
sekelompok anggota masyarakat internet untuk berdiskusi dan saling tukar 
pendapat di antara mereka dengan mudah.
1
Dengan media elektronik seperti ini 
bisa memudahkan kita untuk berkomunikasi dari jarak jauh sekalipun dan mudah 
karena waktu pemakaian yang tidak pernah terbatas. Orang dewasa, anak muda, 
bahkan anak kecil sekalipun bisa dengan mudah menggunakan media elektronik 
ini sebaga sarana untuk berkomunikasi ataupun untuk masalah pekerjaan bahkan 
untuk sekedar bermain game saja. 
                                                             
1 Nur Hadi W, Jurnal Etika Berkomunikasi Didunia Maya Dengan Netiquette, hlm. 341 
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 Segala sesuatu yang kita alami bahkan apa yang kita rasakan pun sekarang 
bisa dibagi ke teman-teman dalam lingkaran sosial kita, dari perasaan bahagia, 
sedih dan marah terkadang bisa kita unggah ke akun-akun jejaring sosial yang kita 
miliki pada umumnya melalui teknologi ponsel, tablet ataupun laptop.
2
Sekarang 
ini makin banyak jenis-jenis media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, 
Pinterest, Line, Snapchat, WhatsApp, Telegram, dan masih banyak lagi aplikasi-
aplikasi media online untuk berkomunikasi. Banyak keuntungan menggunakan 
media sosial sekarang ini. Misalnya dalam sosial media, manusia cenderung 
bergantung dengan media sosial untuk mengetahui bagaimana kondisi atau kabar 
dan berita dari orang lain atau teman atau tokoh masyarakat sekalipun. Karena 
dalam media sosial, peredaran berita akan semakin cepat tersampaikan di berbagai 
tempat bahkan di penjuru dunia. 
 Mengingat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terus 
berinovasi, sehingga memudahkan pengguna untuk melakukannya. Berkat 
teknologi baru seperti internet segala kebutuhan manusia dapat dipenuhi. Mulai 
dari kebutuhan untuk bersosialisasi, mengakses informasi sampai kepada 
pemenuhan kebutuhan hiburan. Kini, kehadirannya lebih dimanfaatkan sebagai 
media sosial oleh masyarakat Karena dengan media sosial kehidupan dunia nyata 
dapat ditransformasi ke dalam dunia maya. Masyarakat bisa dengan bebas berbagi 
informasi dan berkomunikasi dengan orang banyak tanpa perlu memikirkan 
hambatan dalam hal biaya, jarak dan waktu. 
                                                             
2 Riesta Aldila, Langkah Hukum Korban Penghinaan Via Jejaring Sosial, dalam 
www.kompasiana.com diakses pada 13 Februari 2019 
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 Teknologi tidak hanya memberikan niai yang positif terhadap peningkatan 
kesejahteraan manusia, melainkan juga bisa dijadikan sebagai sarana untuk 
melakukan berbagai perbuatan yang melanggar hukum (onrechtmatig) atau 
bahkan melawan hukum (wederechttelijk). Didasarkan pada pemikiran tersebut, 
berbagai upaya dalam hal pengaturan dalam peraturan perundang-undangan yang 
bisa mencegah berbagai dampak negatif akibat dari perbuatan hukum harus segera 
dilakukan.
3
 
 Penghinaan yang dilakukan melalui media sosial merupakan tindak pidana 
yang pelakunya dapat dijerat dengan Pasal 27 ayat (3)  Undang – Undang Nomor 
19 Tahun 2016 jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.
4
 
Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang berbunyi :  
Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau 
mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik 
dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau 
pencemaran nama baik.
5
 
 
 Bahwa pencemaran nama baik, yang secara langsung maupun melalui 
media sosial/internet adalah sama merupakan delik aduan, yaitu delik yang hanya 
dapat diproses oleh pihak kepolisian jika ada pengaduan dari korban. Tanpa 
adanya pengaduan, maka kepolisian tidak bisa melakukan penyidikan atas kasus 
tersebut.Selain itu suatu kalimat atau kata-kata yang bernada menghina atau 
memcemarkan nama baik, supaya bisa dijerat pidana harus memenuhi unsur 
                                                             
3 Anton Hendrik Samudra, Jurnal Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penghinaan 
Melalui Media Siber di Indonesia (Cyber Defamation Law Enforcement in Indonesia), Surabaya, 
UBAYA, 2011,  hlm. 1 
4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana 
telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 
5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi, dan Transaksi Elektronik, Pasal 27 
ayat (3) . 
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dimuka umum, artinya jika dilakukan secara langsung harus dihadapan dua orang 
atau lebih, dan jika melalui media sosial harus dilakukan ditempat yang bisa 
dilihat banyak orang semisal wall facebook, posting group, dan lain sebagainya. 
Kalimat hinaan yang dikirim langsung ke inbox atau chat langsung tidak bisa 
masuk kategori penghinaan atau pencemaran nama baik, karena unsur diketahui 
umum tidak terpenuhi.
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Sedangkan pasal 45 ayat (3) UU ITE berbunyi : 
Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau 
mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik 
dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau 
pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) UU 
ITE dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau 
denda paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta 
rupiah).
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 Ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengacu pada ketentuan penghinaan 
atau pencemaran nama baik yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana (KUHP) khususnya Pasal 310 KUHP dan Pasal 311 KUHP. 
Pasal 310 KUHP yang berbunyi : 
(1) “Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang 
dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu 
diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara 
paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu 
lima ratus rupiah.” 
(2) “Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, 
dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena 
pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat 
bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.” 
(3) “Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan 
jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk 
membela diri.” 
                                                             
6 M. Gabriel Haryanto, Pencemaran Nama Baik Lewat Media Sosial Internet, diakses dari 
www.artikel.kantorhukum-lhs.com pada tanggal 14 Februari 2019 
7 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 45 ayat (3). 
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 Dalam KUHP membagi 6 macam penghinaan tetapi mengacu pada Pasal 
310 KUHP dan 311 KUHP ada 3 macam penghinaan yaitu yang pertama adalah 
penistaan yang terdapat dalam Pasal 310 ayat (1). Menurut R.Soesilo, supaya 
dapat dihukum menurut pasal ini, maka penghinaan itu harus dilakukan dengan 
cara “menuduh seseorang telah melakukan perbuatan tertentu” dengan maksud 
agar tuduhan itu tersiar (diketahui oleh orang banyak). Perbuatan yang dituduhkan 
itu tidak perlu suatu perbuatan yang boleh dihukum seperti mencuri, 
menggelapkan, berzina dan sebagainya, cukup dengan perbuatan biasa, sudah 
tentu suatu perbuatan yang memalukan.
8
 
 Yang kedua adalah penistaan dengan surat dalam Pasal 310 ayat (2). 
Menurut R.Soesilo sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 310 KUHP, 
apabila tuduhan tersebut dilakukan dengan tulisan (surat) atau gambar, maka 
kejahatan itu dinamakan “menista dengan surat”. Seseorang dapat dituntut 
menurut pasal ini jika tuduhan atau kata-kata hinaan dilakukan dengan surat atau 
gambar. 
Sedangkan pasal 311 KUHP berbunyi :  
(1) “Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis 
dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak 
membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang 
diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara 
paling lama empat tahun.” 
(2) “Pencabutan hak-hak berdasarkan pasal 35 No. 1 - 3 dapat dijatuhkan.” 
 
 Macam penghinaan yang ketiga ini terdapat di dalam Pasal 311 KUHP 
yaitu fitnah. Merujuk pada penjelasan R. Soesilo dalam Pasal 310 KUHP, 
perbuatan dalam Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUHP tidak masuk menista atau 
                                                             
8 Fathan Qorib, Perbuatan-Perbuatan Yang Termasuk Pencemaran Nama Baik, diakses dari 
www.hukumonline.com pada tanggal 14 Februari 2019 
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menista dengan tulisan (tidak dapat dihukum), apabila tuduhan itu dilakukan 
untuk membela kepentingan umum atau terpaksa untuk membela diri. Dalam hal 
ini hakim barulah akan mengadakan pemeriksaan apakah betul-betul penghinaan 
itu telah dilakukan oleh terdakwa karena terdorong membela kepentingan umum 
atau membela diri, jikalau terdakwa meminta untuk diperiksa (Pasal 312 KUHP). 
Apabila soal pembelaan itu tidak dapat dianggap oleh hakim, sedangkan dalam 
pemeriksaan itu ternyata, bahwa apa yang dituduhkan oleh terdakwa itu tidak 
benar, maka terdakwa tidak disalahkan menista lagi, akan tetapi dikenakan Pasal 
311 KUHP (memfitnah). 
 Jadi, yang dimaksud dengan memfitnah dalam pasal ini adalah kejahatan 
menista atau menista dengan tulisan dalam hal ketika ia diizinkan untuk 
membuktikan bahwa tuduhannya itu untuk membela kepentingan umum atau 
membela diri, ia tidak dapat membuktikannya dan tuduhannya itu tidak benar.
9
 Di 
Polres Kota Malang terdapat beberapa kasus mengenai penghinaan melalui media 
sosial dari tahun 2017 terdapat 5 laporan yang masuk dan di tahun2018 terdapat 3 
laporan yang masuk. Salah satu laporannya yaitu sipelapor  merasa terhina karena 
kata-kata yang dilontarkan si pelaku di grup WhatsApp miliknya dan pelapor 
merasa terhina oleh kata-kata tersebut. Ada juga kasus penghinaan melalui akun 
Instagramyang ditujukan kepada aparat TNI. Pelaku melontarkan komentar-
komentar yang menganggap bahwa TNI tidak berguna dan melontarkan kata-kata 
yang kasar. Lalu ada juga si pelaku mencuri photo milik pelapor di media sosial 
kemudian mengedit photo tersebut dan menyebarkannya ke media sosial tanpa ijin 
                                                             
9 Ibid  
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si pelapor. Inilah beberapa contoh - contoh kasus yang ada di Polres Kota Malang 
dan masih ada beberapa kasus lagi.
10
 
 Dari uraian diatas maka penulis ingin mengangkat skripsi yang berjudul 
“Penegakan Hukum Tindak Pidana Penghinaan Melalui Media Sosial” dan 
melakukan penelitian di Polres Kota Malang.  
B. Rumusan Masalah 
  Berdasarkan pada uraian latarbelakang tersebut, dapat dirumuskan 
permasalahan yang merupakan faktor fokus penelitian, yaitu :  
1. Bagaimana modus dan bentuk tindak pidana pencemaran nama baik melalui 
media sosial? ; 
2. Apa faktor penyebab tindak pidana pencemaran nama baik melalui media 
sosial tersebut ? ; 
3. Bagaimana upaya penegakan hukum dalam menanggulangi tindak pidana 
pencemaran nama baik melalui media sosial?  
C. Tujuan Penelitian 
 Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui dan mengkaji modus dan bentuk tindak pidana 
pencemaran nama baik melalui media sosial; 
2. Untuk mengetahui dan mengkaji faktor penyebab tindak pidana pencemaran 
nama baik melalui media sosial tersebut; 
3. Untuk mengetahui dan mengkaji upaya penegakan hukum dalam 
menanggulangi tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial. 
                                                             
10 Berdasarkan hasil wawancaradengan Rudy Hidajanto, selaku Inspektur Polisi Satu di Kanit 4 
Pidsus Polres Kota Malang, pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018. 
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D. Manfaat Penelitian 
Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Manfaat Praktis 
a. Bagi Akademisi 
Sebagai bahan tambahan alternatif mata kuliah dan penyempurnaan 
kurikulum agar lebih efektif dan efisien. 
b. Bagi Penegak Hukum 
Sebagai bahan pertimbangan maupun masukan dalam penyempurnaan 
hukum nasional terutama dibidang tindak pidana cyber crime. 
c. Bagi Masyarakat 
Sebagai penambahan wawasan kepada masyarakat untuk semakin 
memahami makna hubungan hukum khususnya dalam hal tindak 
pidana penghinaan. 
E. Kegunaan Penelitian 
 Penelitian ini berguna dalam rangka meningkatkan daya tarik terhadap 
Pendidikan dalam bidang Ilmu Hukum dengankonsentrasi Hukum Pidana dan 
dapat menjadi sebuah referensi tambahan dalam bidang Ilmu Hukum terkhusus 
perihal Penegakan Hukum Tindak Pidana Penghinaan Melalui Media Sosial. 
F. Metode Penelitian 
1. Lokasi Penelitian 
  Lokasi penelitian yang dipilih adalah Kepolisian Resort Kota 
Malang yang beralamatkan di Jl. Jaksa Agung Suprapto No.19, Samaan, 
Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65112, yang terletak di jantung kota 
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Malang. Dengan alasan di lokasi ini terdapat data yag dibutuhkan dalam 
penelitian ini. Hal ini terlihat dari penelitian awal diperoleh data bahwa dari 
tahun 2017 terdapat 5 laporan yang masuk mengenai tindak pidana 
penghinaan melalui media sosial dan pada tahun 2018 terdapat 3 laporan 
yang masuk mengenai tindak pidana penghinaan melalui media sosial, 
inilah yang menjadi cakupan utama dalam pembahasan tulisan ini, sehingga 
perlu untuk menjadi objek dalam penelitian ini. 
2. Pendekatan Penelitian 
  Pendekatan penelitian ini menggunakan metode yuridis-sosiologis, 
yaitu pendekatan yang mengkaji dan kemudian menganalisa aspek-aspek 
hukum dengan memperhatikan fakta yang terjadi di lapangan, mengingat 
peneliti akan melakukan analisa terhadap efektivitas hukum di masyarakat. 
Metode pendekatan yuridis yaitu pendekatan aspek hukum yang bertujuan 
untuk melakukan analisa pada peraturan yang berkaitan denganpenegakan 
hukum tindak pidana penghinaan melalui media sosial di Polres Kota 
Malang.Sedangkan sosiologis mengandung arti kegiatan tersebut dilihat dari 
kenyataan yang terjadi di masyarakat. Dalam penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui dan menganalisis penegakan hukum tindak pidana penghinaan 
melalui media sosial di Polres Kota Malang. 
3. Sumber Data 
Untuk memperoleh data-data yang diperlukan peneliti dalam penulisan 
penelitian ini, data akan diperoleh peneliti dari 2 (dua) jenis data : 
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a. Data Primer 
  Data primer yaitu data yang diperoleh oleh peneliti 
langsung dari lokasi atau tempat penelitian. Data primer dalam 
penelitian ini meliputi data yang diperoleh dari hasil wawancara dari 
para polisi yang bertugas di bagian SATRESKRIM  maupun Unit 
Pidana Khusus Polres Kota Malang terkait dengan tindak pidana 
penghinaan melalui media sosial. 
b. Data Sekunder 
  Data-data sekunder pada penelitian ini adalah data yang 
digunakan peneliti didapati dari buku-buku , dokumen, pendapat 
pakar, artikel, jurnalserta peraturan perundang-undangan, yang 
berhubungan dengan penegakan hukum tindak pidana penghinaan 
melalui media sosial di Polres Kota Malang. 
4. Teknik Pengumpulan Data 
a. Wawancara 
 Data primer dalam penelitian hukum empiris diperoleh 
melalui wawancara (interview). Rencana pelaksanaan wawancara 
yaitu mengatur daftar pertanyaan, memperhatikan karakteristik 
pewawancara maupun yang diwawancarai dan membatasi aspek-
aspek dari masalah yang diperiksa.  
 Data primer ini diperoleh melalui wawancara terarah 
dengan responden di Polres Kota Malang yang dapat 
mendiskripsikan penegakan hukum tindak pidana penghinaan 
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melalui media sosial supaya dapat memberikan konsep solusi bagi 
permasalahan tersebut. Adapun pihak yang diwawancara adalah : 
1) Petugas Polisi yang menangani laporan-laporan kasus 
penghinaan melalui media sosial; 
2) Petugas Polisi yang berada dalam SATRESKRIM Polres Kota 
Malang; 
3) Petugas Polisi yang berada dalam Unit Pidana Khusus; 
4) Pelaku tindak pidana penghinaan; 
5) Pihak pelapor yang menjadi korban tindak pidana penghinaan. 
b. Dokumen 
 Dokumen dalam penelitian ini adalah dokumen atau berkas yag 
diperoleh dari lokasi penelitian Polres Kota Malang, seperti jumlah 
laporan di tahun 2017 dan 2018 atau berkas terkait lainnya. 
5. Teknik Analisis Data 
  Teknik analisis data pada penelitian ini adalah diskriptif analisis 
yaitu penulis akan menjabarkan terlebih dahulu kondisi lapangan yang 
kemudian akan menganalisa, meneliti, dan mendeskripsikan data yang 
diperoleh dari hasil wawancara yang kemudian menganalisa kata-kata hasil 
wawancara dari subjek penelitian sebagai satu kesatuan yang utuh.   
G. Sistematika Penulisan 
 Pada penelitian ini terdapat sistematika penelitian sebagai upaya untuk 
memberikan model kerangka penulisan yang terstruktur serta berurutan, supaya 
mempermudah penulis dalam melakukan pengembangan penulisan yang baik dan 
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memberikan kemudahan bagi pembaca untuk mengetahui secara sistematis dan 
menyeluruh. Pada penelitian ini, Sistematika dalam penulisan dibagi dalam empat 
bab yang dalam setiap babnya terdiri dari sub bab yang menjelaskan bagian-
bagian dari permasalahan dalam penulisan secara sistematis. Dalam hal ini 
meliputi : 
Bab I : Pendahuluan; 
Bab ini menguraikan tentang gambaran umum permasalahan yang 
dibahas, yang akan dijabarkan lebih lanjut pada bab berikutnya. 
Sub bab pendahuluan terdiri dari Latar Belakang, Rumusan 
Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kegunaan 
Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Penelitian. 
Bab II : Tinjauan Pustaka; 
Pada Bab II akan mengkaji  teori tentang penegakan hukum, teori 
tentang tindak pidana, teori tentang penghinaan, teori tentang 
media sosial dan teori tentangcausa atau penyebab kejahatan. 
Bab III : Hasil Penelitian dan Pembahasan; 
Pada Bab III ini menjelaskan tentang hasil penelitian serta 
pembahasan mengenai modus dan bentuk tindak pidana 
penghinaan melalui media sosial, faktor penyebab tindak pidana 
penghinaan melalui media sosial dan upaya penegak hukum 
dalam menanggulangi tindak pidana penghinaan nama baik 
melalui media sosial sesuai dengan rumusan masalah dalam 
penulisan. 
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Bab IV : Penutup. 
Bab ini merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dari 
bab dan sub bab yang telah dibahas sebelumnya serta saran 
penulis dalam menghadapi permasalahan yang menjadi fokus 
pembahasan. 
 
